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KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada
Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah, perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4691);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

10.

14,

12.

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
téntang Pembentukan Produk Hukum Daerabh;

20.

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ih donesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
KepulauanSiau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro.



10,

11,

12,

13.

Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Peranan dan tujuan Pelaporan Keuangan adalah Laporan
keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh transasksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah
selama satu periode pelaporan.

Jenis-jenis Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
LaporanKeuangan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban  berupa
laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah/SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna
barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan
anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada
entitas pelaporan.

Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang
mengatur keuangan pemerintah daerah yang mendasari
terselenggaranya Pelaporan Keuangan. !

Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang
mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian
entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi
keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-
ukuran normatif yang periu diwujudkan dalam informasi
akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah
ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara
akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan
kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam
memahami laporan keuangan yang disajikan.



14.

18.

16.

14,

18.

19

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi
yvang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan
laporan keuangan yang relevan dan andal akibat
keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan
kepraktisan.

Tanggung jawab atas Laporan Keuangan adalah pihak-
pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan
keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Suplemen Laporan Keuangan adalah laporan keuangan
yang harus dilampirkan dalam laporan keuangan daerah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Uang Pelaporan adalah satuan mata uang yang
diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahasa Laporan Keuangan adalah bahasa yang diharuskan
dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan akuntansi perkomponen Laporan Keuangan
adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi,
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan = setiap
komponen laporan keuangan.

Pasal 2

(1) KebijakanAkuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro, meliputi :
a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;

b. entitas pelaporan keuangan;

c. dasar hukum pelaporan keuangan;

d. asumsi dasar;

e. karakteristik kualitatif laporan keuangan;

f kendala informasi yang relevan dan andal;
g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan,
h. jenis laporan keuangan;

definisi unsur laporan keuangan;

o

j. pengakuan unsur laporan keuangan,
k. pengukuran unsur laporan keuangan,

. pengungkapan laporan kéuangan.



(2) Rincian  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah  Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 25 Mei 2012 _
BUPATIKEPUL: AUAN=-SIAU TAGULANDANG BIARO,
i S I

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 28 Mei 20 R
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
2012 NOMOR \5



Kebijakan Akuntansi Pemerintah K abupaten Ke pulavan Siau Tagulandang Biaro

PENDAHULUAN

PERANANDAN
TUJUAN PELAPORAN
KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan Kebijakan Akuntansi

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan laporan keuangan antar
periode.

Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh
pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah yang meliputi:

a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;

=2

entitas pelaporan keuangan;

dasar hukum pelaporan keuangan;

& P

asumsi dasar;
karakteristik kualitatif laporan keuangan;
kendala informasi yang relevan dan andal;

prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan,;

5@ op

jenis laporan keuangan;

i. definisi unsur laporan keuangan;

j. pengakuan unsur laporan keuangan;
k. pengukuran unsur laporan keuangan;

. pengungkapan laporan keuangan.

Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi
keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara



Kebi jakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a.

Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai
wjuan yang telah ditetapkan secara periodik.

. Mana jemen.

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan
masyarakat.

Transparansi,

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah
atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya
pada peraturan perundang-undangan.

. Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity).

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan
pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan
membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a.

menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan
cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan
peraturan perundang-undangan;

menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah
dicapai;

menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah
daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

JENIS LAPORAN
KEUANGAN

ENTITAS PELAPORAN
DANENTITAS
AKUNTANSI

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutanpa jak
dan pinjaman,

f.  menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah
daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah
menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset,
kewa jiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Catatan atas Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang
menya jikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang
dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara
realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi
keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta

saldo kas pada tanggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau
daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, pemerintah daerah diperkenankan
menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari: Laporan Kinerja Keuangan
Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wa jib
menyampaikan laporan keuangan. Dalam Kebijakan Akuntansi ini yang
dimaksud dengan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro. Dalam Pelaksanaannya Kepala Daerah sebagai entitas
pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (Kepala SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan
DAerah (PPKD) adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah. Entitas Pelaporan ini menyajikan laporan keuangan

8



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

DASARHUKUM
PELAPORAN
KEUANGAN

konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan,

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan
dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas
pelaporan.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan
akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan
keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan ber jenjang kepada unit
yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas
pelaporan,

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang
mengatur Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
¢. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;

e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2! Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah,
j. Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

4
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

ASUMS!I DASAR

KARAKTERISTIK
KUALITATIF LAPORAN
KEUANGAN

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan
yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan
akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa unit pemerintahan daerah sebagai
entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri
dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga
tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas
untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab
penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di
luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas
kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang
yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya
program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa
pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk

melakukan likuidasti.
c. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar
memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
Untuk mengukur setiap transaksi tersebut pemerintah daerah menggunakan
satuan mata uang rupiah.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas
yang dikehendaki:

Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan
membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan
dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu.
Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat
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dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

1) memiliki manfaat umpan balik, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan
untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

2) memiliki manfaat prediktif, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan
untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan
kejadian masa kini;

3) tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk
pembuatan keputusan pengguna laporan; dan

4) lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah
harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua
informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan
pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi
utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan
jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap
kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang
relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi
yang andal harus memenuhi karakteristik:

1) penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.

2) dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih
dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan
simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan
tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. tidak boleh ada usaha untuk
menya jikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal
tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuanagan pemerintah daerah akan [ebih
berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan
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PRINSIP AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
KEUANGAN

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal
dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang
sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila
pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang
sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang
lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan
kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan
tersebut.

Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh
pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna laporan, Untuk itu, pengguna laporan
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan
operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk
mempelajari informasi yang dimaksud.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang
harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna
laporan dalam memahami [aporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 8
(delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah daerah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan
dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan
aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, serta
belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari
kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan
menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun
anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi
penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat ke jadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan
pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Pemerintah daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan,
belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas
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dana dalam periode tahun anggaran ber jalan.
b. Prinsip Harga Perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain,
karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak
terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban
terkait.

¢. Prinsip Realisasi

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD
selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar kewajiban dan
belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan tidak ditekankan dalam akuntansi
pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.
d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa
lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi
transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek
formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi
menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat
diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan.
Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan
yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Namun periode semesteran juga

diperkenankan.
f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa
dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal).
Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode

akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
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KENDALA INFORMASI
AKUNTANS! YANG
RELEV AN DAN ANDAL

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode
yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode
yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini
harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on
the face) laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan.

. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah
daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat
serta tingkatannya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat
mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam
kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu
tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun
demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya
pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau aset
yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang
terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral
dan tidak handal.

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak
memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi
akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah
sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal
yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang
relevan dan andal, yaitu:

. a

Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala
informasi, namun hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi
kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar
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DEFINISI UNSUR
LAPORAN KEUANGAN

informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan
keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi biaya yang diperlukan
penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah
daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil
dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi
biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya
dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati
manf aat.

Keseimbangan antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai
suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. k epentingan
relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama
antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua
karakteristik  kualitatif ~tersebut merupakan masalah pertimbangan
profesional.

Laporan Realiasi Anggaran

Unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan,
belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a.

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas
dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Neraca

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Masing-masing unsur didetinisikan sebagai berikut:

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana
manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh,
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PENGAKUAN UNSUR
LAPORAN KEUANGAN

baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang.

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Laporan Arus Kas

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas. Masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah;

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

‘Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. penyajian informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan
pencapaian target perda apbd berikut kendala dan hambatan yang dihadapi

dalam pencapaian target;
b. penyajian ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
c. penyajian informasi tentang dasar pefyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-ke jadian penting lainnya;

d. penyediaan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan
keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah
uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau
peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk

diakui yaitu:

a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke

dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
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b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria
pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas (lihat kebijakan
akuntansi keuangan daerah khususnya batas minimum kapitalisasi).

Probabilitas Manfaat Ekonomi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam
pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan
dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke
pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian
lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang
melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti
yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.

Keandalan pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat dari suatu
peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun
adakalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila
pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,
maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria
pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih
peristiwa atau ke jadian di masa mendatang,

Pengakuan Aset

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi di masa datang diperoleh oleh
pemerintah daerah dan mempunya nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal.

Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau
pada saat penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh
pemerintah daerah antara lain bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan
bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran
lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses
pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan
banyak pihak. Dengan demikian, tittk pengakuan penerimaan kas oleh
pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengakuan
yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang
diterima sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran
telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh
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pemerintah setelah periode akuntansi ber jalan.
Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk
menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewa jiban
timbul.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran ber jalan
pada saat kas diterima di kas daerah. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan
diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai
dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan

kas.
Pengakuan Belan ja

Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada
saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-
kan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja
yang telah menjadi kewajiban yang sampai dengan akhir periode akuntansi
bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

PENGUKURAN UNSUR ~ Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
LAPORAN KEUANGAN  memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

a. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah
menggunakan nilai perolehan historis.

b. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan
yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Secara rinci pengkuran Aset adalah sebagai berikut:
e Kas dicatat sebesar nilai nominal;
e Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
e Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
e Persediaan dicatat sebesar:
» Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
» Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

» Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah K abupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

PENGUNGKAP AN
LAPORAN KEUANGAN

e Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya
tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah
atas investasi tersebut.

e Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu jumlah uang yang diterima
sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewa jiban tersebut.

d. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih
dahulu (dengan menggunakan kurs tengah bank sentral) dan dinyatakan
dalam mata uang Rupiah.

Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum
diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan seperti:

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
beroperasi;

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan

c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan  kegiatan
operasionalnya.
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ke pulauan Siau T. agulandang Biaro

lkhtisar kebijakan
akuntansi

Prinsip-prinsip dalam
penyusunanan Laporan
Keuangan Daerah

De finisi dan Pengakuan
Pendapatan

De finisi dan Pengakuan
Belan ja

De finisi dan Pengakuan
Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi
yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau
setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum
Daerah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan
basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas
Umum Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Kas Umum Daerah yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi
pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan
penefimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada
saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran
melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada Saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah. Belanja disajikan dimuka (face off) laporan keuangan
menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada catatan atas laporan
keuangan belanja disa jikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik
‘penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran pemefintah daerah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada
saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran
kas dari Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

De finisi dan Pengakuan
Aset

Jenis-jenis aset

De finisi aset lancar

De finisi dan jenis
investasi

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan darimana manfaat
ekoomi dan/atau manfaat sosial diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan.
Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, lnvestasi, Aset Tetap, dan Aset
Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan
persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk
valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak
yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

‘Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

e  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

e  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

e  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara

lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

De finisi aset tetap

De finisi aset lainnya

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat
segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun
atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non
permanen dan permanen.

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun
untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Aset tetap dilaporkan berdasarkan harga perolehan.

Kriteria pengakuan aset tetap didasarkan kriteria berikut:
a. Masa manfaat dari aset yang diadakan melebihi satu tahun anggaran;

b. Pengeluaran menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset
yang sudah dimiliki;

c. Tidak diadakan dengan maksud untuk diper jualbelikan atau dihibahkan;
d. Memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi biaya sebagai berikut:

e Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus
ribu rupiah), dan

e Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum Kkapitalisasi
tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan
Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh
tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang
Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar
nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau
daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai
negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu
kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

De finis, jenis dan
pengakuan kewajiban

bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih
yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan
bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

*Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk
hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer;
lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya;
hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam
TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan
sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan; entitas
pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga
terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap
kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak
yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajibanjangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi
sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena
perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai
pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewa jiban tersebut.
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Definisi dan perlakuan
akuntansi Ekuitas Dana

Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah
terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik
dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum
dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari
kewa jiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum
disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan. j

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang
adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan.

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset
dan utang pemerintah.

Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi
dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka
pendek. Ekuitas Dana Lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran,
cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk
pembayaran hutangjangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan aset pemerintah daerah yang tertanam
dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan
kewajibanjangka panjang,

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang
dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ke pulauan Siau T agulandang Biaro

Definisi Pendapatan

Pengakuan Pendapatan

Pengukuran dan
Akuntanst Pendapatan

Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan Asli daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
KEBIJAKAN AKUNTANSI-PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Kas Umum Daerah yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
daerah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pencatatan pendapatan dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berarti
pencatatan akuntasinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat
keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran,

Penerimaan yang masih berada di tangan bendahara penerimaan tidak diakui
sebagai pendapatan namun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan
yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai
pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi
dan pengembalian tersebut.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya yang terdiri atas Pendapatan
Asli Daerah, Pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat,
transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer dari pemerintah provinsi, serta
lain-lain pendapatan yang sah.

Merupakan kelompok pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri yang
terdiri atas: penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.
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Pendapatan trans fer dari
pemerintah pusat

Pendapatan transfer dari
pemerintah pusat lainnya

Pendapatan trans fer dari
pemerintah provinsi

Lain-lain Pendapatan
vangsah

Merupakan kelompok pendapatan yang menampung penerimaan dana
perimbangan yang disalurkan pemerintah pusat yang terdiri atas dana bagi hasil
pajak (PPh 21, PPh WPOPDN dan PBB); dana bagi hasil sumber daya alam;
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat lainnya merupakan pendapatan
transfer dari pemerintah pusat yang terdiri atas dana otonomi khusus dan dana

penyesuaian.

Pendapatan transfer dari pemerintah provinsi merupakan kelompok pendapatan
untuk menampung dana bagi hasil dari Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas
pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.

Kelompok pendapatan lain-lain pendapatan yang sah digunakan untuk
menampung pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah, pendapatan dana
darurat dan pendapatan lainnya.
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De finisi Belanja

Pengakuan Belanja

Pengukuran dan
Akuntansi Belan ja

Klasiftkasi Belanja

Belanja Operasi

PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BIARO
KEBIJAKAN AKUNTANSI-BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja (SPM-LS) diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum
Daerah.

Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SPM UP/GU/TU)
pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan,

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pada akhir tahun anggaran, uang persediaan yang masih tersisa pada bendahara
pengeluaran, akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya ke rekening kas umum daerah dengan terlebih dahulu menerbitkan
SPM Nihil sejumlah uang persediaan yang telah dipertanggungjawabkan dalam
bulan tersebut.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi
pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada
periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas

pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro, Belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi,
yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk
melaksanakan suatu aktivitas. Sedangkan klasifikasi menurut organisasi dan
fungsi terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Tidak Terduga, dan Transfer.

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah
yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi . belanja
pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
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Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada
pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan
jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja
perjalanan. Belanja Barang meliputi belanja barang dan jasa, belanja
pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.

1. Belanja Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai
keperluan  kantor sehari-hari, pengadaan barang habis  pakai,
pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain
pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara
langsung menunjang tupoksi satuan kerja perangkat daerah, pengadaan
inventaris kantor yang tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang
diterapkan pemerintah daerah dan pengeluaran jasa non-fisik  seperti
pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

2. Belanja Pemeliharaan

Merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap
atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa
memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

3. Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas
dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan jabatan.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga atas
kewajiban penggunaan pokok hutang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman

jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja  Subsidi merupakan pengeluaran yang dialokasikan kepada
perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor
barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian sehingga
harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
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Belanja Modal

Hibah merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa
kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus,

Bantuan sosial adalah pengeluaran berupa uang atau barang atau jasa kepada
masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraana masyarakat yang
sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal
meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan
dan aset tak berwujud.

Suatu pengeluaran diakui sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan
berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya aset pemerintah daerabh;

2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (capitalization
threshold) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama
dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 untuk persatuan peralatan,
mesin, dan peralatan olah raga dan sama dengan atau lebih besar dari
Rp 10.000.000,00 untuk bangunan dan gedung.

3. Perolehan aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual.

Konsep Harga Perolehan

Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset
tetap ditambah semua biaya lain yang diperlukan sampai aset tetap tersebut siap
untuk digunakan misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya perjalanan,
biaya konsultan perencana, biaya konsultan pengawas dan biaya pengembangan
perangkat lunak dan lain-lain biaya yang dapat diatribusikan pada aset tetap
tersebut.

Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat
diakui sebagai belanja modal sepanjang memenuhi persayaratan berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat,
kapasitas, kualitas atau volume aset yang telah dimiliki;

2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (capitalization
threshold) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama
dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 untuk persatuan peralatan,
mesin, dan peralatan olah raga dan sama dengan atau lebih besar dari
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Belanja Tidak Terdugu

Trans fer

Rp 10.000.000,00 untuk bangunan dan gedung.

Jaminan Pemeliharaan

Dalam pengeluaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro, pembayaran kepada rekanan dilakukan sebesar 95%,
sedangkan sisanya sebesar 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
Atas sejumlah 5% dari nilai pengadaan yang dijadikan retensi selama masa
pemeliharaan tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro mengakuinya sebagai utang retensi.

Merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran
tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah.

Transfer keluar adalah pengeluaran uvang dari entitas pelaporan ke entitas
pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan
dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
KEBIJAKAN AKUNTANSI-PERSEDIAAN

P R Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimakdukan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengafian Persedlos Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi
fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan
dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak
dimasukkan sebagai persediaan.

Penguliwran day | Dalam neraca pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,
Akuntansi Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

(b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan

pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang
terakhir diperoleh.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara
sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan
rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian

26



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Pengungkapan
Persediaan

Klasifikasi Persediaan

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi
wajar.

Dalam rangka memenuhi kecukupan pengungkapan, dalam Catatan atas
Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
diungkapkan mengenai:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

(b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat ;

(c) Kondisi persediaan;

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk

digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak

habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai
seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang
yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat

pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan,
contohnya alat-alat pertanian setengahjadi.

Persediaan dapat meliputi:

a. Barang konsumsi;

b. Amunisi;

c. Bahan untuk pemeliharaan;

d. Suku cadang;

e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f. Pita cukai dan leges;

g. Bahan baku ;

h. Barang dalam proses/setengah jadi;

- 1. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserah kan kepada masyarakat;

j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Dalam hal pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

27



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi
(misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan
(misalnya beras), barang-barang dimaksud diakuisebagai persediaan.

Juga termasuk dalam pengertian persediaan hewan dan tanaman uvntuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih
padi, dan bibit tanaman.
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De finisi [nvestasi

Pengakuan Investasi

Pengukuran dan
Akuntansi Investasi

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO

KEBIJAKAN AKUNTANSI-INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemapampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila
memenuhi salah satu kriteria:

(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah;

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan
obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
investasi meliputi barga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi
perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka
perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal
perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya
perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan
untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalum bentuk non-saham, misalnya dalam bentuk
deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifar permanen misainya penyertaan modal
pemerintah, dicatat sebesar biaya peroiehannya meliputi harga transaksi
investasi itu sendirl ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan
investasi tersebut.

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka
panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,
dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan inVestasi dalam bentuk dana
talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan,

Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek
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pembangunan pemerintaih (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya
pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan
biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai
proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah,
maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan,
. atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah
dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku
pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya pada investasi yang kepemilikan saham pemerintah daerah
kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat
sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar
bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada
badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas pada investasi yang kepemilikan saham pemerintah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro antara 20% sampai dengan
dan atau lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau
dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal
perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima
pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak
dilaporkan sebagai pendapatan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul
akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan apabila kepemilikan saham
pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bersifat non
permanen atau untuk dijual kembali.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai

pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan

realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka
panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
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Pengungkapan Investasi

Klasif ikast Investasi

Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa
bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat
sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal
pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang pencatatannya
menggunakan metode biaya, dicarat sebagai pendapatan hasil investusi.
Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh
oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak
dicacat sebagai pendupatan hasil investasi. Kecuali untuk deviden dalam
bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan
ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berkaitan dengan investasi
pemerintah, antara lain:

(a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

(b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

(c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi
jangka panjang;

(d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

(e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

(f) Perubahan pos investasi.

Investasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sjau Tagulandang Biaro dibagi atas

dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi

jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka
panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

(a) Dapat segera diper jualbelikan/dicairkan;

(b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen Kas, artinya
pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

(¢) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain

terdiri atas :
(a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat

diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

(b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
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Imvestasi Jangka
Panjang

Investasi Jangka
Pan jang-permanen

Investusi jangka
panjang-non permanent

pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yajtu
permanen dan nonpermanen.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk
memper jualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak
berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat

untuk memper jualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak

dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen

dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga

hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

(a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional
dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;

(b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
menghasilkan  pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

Investasi Non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang

dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

(a) Pembelian obligasi atau surat utangjangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

(b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
kepada pihak ketiga;

(c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat
seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;

(d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang

dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
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Investasi permanent
lainnya

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa
dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibel
oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak

tercakup dalam pernyataan ini.
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Definisi Aset

Pengakuan Aset Tetap

Pengukuran dan
Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi Aset Tetap

PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BIARO
KEBIJAKAN AKUNTANSI-ASET TETAP

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat
ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh
pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperijukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat terpenuhi kriteria berikut:

(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset fetap telah diterima atau

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
ber pindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
‘menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.

Yang dimaksud dengan nilai wajar pada saat perolehan adalah nilai aset yang
ditetapkan oleh Tim Penilai aset pemerintah daerah berdasarkan ketentuanyang
berlaku,

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset
pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh
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dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset
tersebut diperoleh.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
beker ja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
(a) biaya persiapan tempat;

(b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar
muat (handling cost);

(c) biaya pemasangan (instalation cost);
(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
(e) biaya konstruksi.

Tanah dickui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
.dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,
penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap
pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah
yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk

dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai
siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dun bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya
ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pa jak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap
pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya
lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen
biaya aset tetap Sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara
langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
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Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak
merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa
aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan
menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi Dalam Penger jaan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap
melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang
belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam
pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai (Dibahas lebih
lanjut dalam Kebijakan Akuntansi-Konstruksi Dalam Pengerjaan).

Biaya Perolehan untuk aset yang diperoleh secara gabungan. Biaya perolehan
dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan
nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan.

Biaya Perolehan untuk Aset yang diperoleh dari pertukaran. aset tetap yang
diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak
serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh
yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan
dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Untuk pertukaran aset tetap yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa
dan memiliki nilai wajar yang serupa dimana tidak ada keuntungan atau
kerugian yang diakui dalam transaksi tersebut, biaya perolehan aset baru dicatat
sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Biaya perolehan Aset Donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan
(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang
sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Perlakuan akuntansi untuk tanah. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai
pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti
ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.

Perlakuan akuntansi untuk Aset Berse jarah. Aset Bersejarah berdasarkan PP
24 Tahun 2005 tidak mengahruskan Pemerintah Daerah untuk mencantumkan
Aset bersejarah di neraca (heritage assets) namun aset tersebut diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro.

Aset bersejarah disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk
unit, misalnyajumlah unit koleksi yang dimiliki ataujumlah unit monumen,
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sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk
seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut
dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Untuk Aset Bersejarah yang digunakan untuk perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diterapkan prinsip-prinsip yang
sama seperti aset tetap lainnya.

Perlakuan akuntansi untuk Aset Infrastruktur. Aset infrastruktur. mempunyai
karakteristik sebagai berikut:

(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
(c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan diperlakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem
pembuangan, dan jaringan komunikasi.

Perlakuan Akuntansi untuk Aset Militer. Peralatan militer, baik yang umum
maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai

dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa
yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan,

Kebijakan kapitalisasi minimal yang dianut oleh pemerintah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah bahwa kapitalisasi dilakukan untuk
pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp250.000,00
untuk persatuan peralatan dan mesin, dan peralatan olah raga; dan pengeluaran
dengan nilai yang sama dengan atau lebih besar dari Rp 10.000.000,00 untuk

bangunan dan gedung.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi
akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian
kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-
masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penyusutan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode
garis lurus,

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik
dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode
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Perlakuan Akuntansi
untuk penghentian dan
pelepasan aset tetap

Pengungka pan-Aset
tetap

sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa
yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas dieliminasi dari Neraca
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi
definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap
sebagai berikut:

(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying
amount);

(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:

(1) Penambahan;

(2) Pelepasan;

(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

(4) Mutasi aset tetap lainnya.

(c) Informasi penyusutan, meliputi:

(1) Nilai penyusutan;

(2) Metode penyusutan yang digunakan;

(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan
akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

(2) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

(c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal bertkut harus
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Klasifikasi Aset tetap

diungkapkan:

(a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
(b) Tanggal efektif penilaian kembali;

(c) Jika ada, nama penilai independen;

(d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya
pengganti;

(e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang

digunakan:

(a) Tanah;

(b) Peralatan dan Mesin;

(c) Gedung dan Bangunan;

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
(e) Aset Tetap Lainnya; dan

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BIARO

KEBIJAKAN AKUNTANSI-KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

De finisi Konstruksi
Dalam Penger jaan

Pengakuan Konstruksi
Dalam Penger jaan

Pengukuran dan
Akuntansi Konstruksi
Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses
pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu
tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada
umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan
tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau
melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
(c) aset tersebut masih dalam proses penger jaan.

Konstruksi Dalam Pengetjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan
digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
dalamjangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan
jika kriteria berikut ini terpenuhi:

*(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Biaya Perolehan/Biaya Konstruksi dapat dibedakan atas Biaya perolehan atas
konstruksi yang dikerjakan secara swakelola atau menggunakan jasa kontraktor.

Nilai konstruksi yang diker jakan secara swakelola antara lain:

(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi (biaya
pekerjaan lapangan, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya
pemindahan bahan, sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke lokasi
pelaksanaan konstruksi, biaya penyewaan sarana dan peralatan serta biaya
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Periakuan Akuntansi
untuk konstruksi yang
dibiayai dari pinjaman

rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan
konstruksi);

(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut (biaya asuransi, biaya rancangan dan
bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi
tertentu dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi); dan

Biaya-biaya ini dialokasikan dengan menggunakan metode rata-rata
tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung yang diterapkan secara
konsisten.

(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang
bersangkutan.

Nilai konstruksi yang diker jakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi

meliputi:

(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat
penyelesaian peker jaan;

(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan
pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan
pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap
(termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak
konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai
Konstruksi Dalam Penger jaan.

Perlakuan akuntansi atas konstruksi yang dibiayai darj pinjaman

« Dalam konstruksi yang dibiayai dari pinjaman, biaya pinjaman yang timbul
selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara

andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah
biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

« Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
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Pengungkapan
Konstruksi Dalam
Penger jaan

bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode
rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

= Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman
yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi sebaliknya apabila pemberhentian sementara
disebabkan oleh keadaan force majeur maka biaya pinbjaman tidak
dikapitalisasi dan diperlakukan sebagai biaya bunga pada periode
bersangkutan.

= Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan
yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman
hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses
penger jaan.

Pada akhir periode akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi

Dalam Pengerjaan berikut:

(@) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian
danjangka waktu penyelesaiannya;

(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
(d) Uang muka Kkerja yang diberikan;

(e) Retensi.
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De finisi Kewa jiban

Pengakuan Kewa jiban

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BIARO
KEBIJAKAN AKUNTANSI-KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

Kewajiban diakui jika:
e besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan

dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sampai saat ini, dan

e perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

(a) transaksi dengan pertukaran-exchange transactions (ketika masing- masing
pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai
sebagai gantinya);

(b) transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang
berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan
saat tanggal pelaporan,misalnya bantuan keuangan kepada pemerintah desa
lainnya yang belum dibayarkan;

(c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak
didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah
dan lingkungannya. Misalnya terjadi kerusakan tidak disengaja atas hak
milik pribadi sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah daerah,
maka kewajiban pemerintah daerah timbul pada saat kejadian sepanjang
hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa
pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah
pembayarannya dapat diestimasi dengan andal.

(d) kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowled ged events).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak
didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi
keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon
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Pengukuran dan
Akuntansi Kewa jiban

Akuntansi Kewa jiban

kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk
menyediakan  kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering
diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya
tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang
timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah
dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban
sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab
keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian
tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa
pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya
yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai
konsekuensi keuangan bagi pemerintah yang harus memenuhi dua kriteria
berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber
daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya
saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran
belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke
korban bencana).

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai kewajiban pemerintah
daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera
pada lembar surat utang pemerintah.

Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian

dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain
perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat

kewa jiban tersebut.
Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca.

Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam
perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban
atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi
yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatatharus
berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara
kemajuan pekerjaan.

Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus
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dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah
terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah
baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang
belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian
dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas
pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang
Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (kota) dalam bentuk
dan substansi yangsama dengan SUN.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang
belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar
jumlah yang masih harus disetorkan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang
jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
termasukdalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya
tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan
disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan
karakteristik masing masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji
kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan
atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah
penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh
pemerintah kepada pihak lain.

Sekuritas Utang pemerintah

Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau
pelunasan, misainya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat
Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan
nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (face value) bila dijual
dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah
yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka
. penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium
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yang ada.

Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

Perubahan Valuta Asing

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs
tengah bank sentral saat ter jadinya transaksi.

Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal
transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas
dana periode berjalan.

Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing
dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.

Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo
karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas
tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan
pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat
netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai
bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying
value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai
penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah
kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying
value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang
terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.

"Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalain bentuk
Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan
sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun
pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya
sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh
tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur
diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
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Restrukturisasi Utang

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam
persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok
utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai
tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan
sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian
pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari
restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak
dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak
melebihi nilai tercatat utang.

Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur
kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya,jumlah utang debitur dalam
bentuk perjanjian formal diantara keduanya yang diselesaikan dengan
penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai
tercatatnya.

o Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai
tercatat dilakukan dengan aset kas maka maka debitur harus mengurangi
nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah penyelesaian
dengan aset kas tersebut dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

o Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya df bawah nilai
tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debjtur
harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nifaj
wajarnya dan mengurangi nilai tercatat utang ke jumiah yang sama dengan
nilai wajar aset non kas yang diserahkan kemudian diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset
nonkas yang berhubungan.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan
jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban
tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

(a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau

ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan
atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

(b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
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Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga
dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-
biaya dimaksud meliputi:

(a) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek
maupunjangka panjang;

(b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
(c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya
konsultan, ahli hukum, commirment fee, dan sebagainya .

(d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal
tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan
atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai
bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset
tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset
tertentu tersebut.

Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung
dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan
pertimbangan profesional.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk
perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu

harus dihitung berdasarkan rata- rata tertimbang (weighted average) atas
akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.
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Pengungkapan
kewa jiban

Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar
skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi- informasi yang harus
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

(2) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

(b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

(c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang
berlaku; '

(d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

(e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
(1) Pengurangan pin jaman;
(2) Modifikasi persyaratan utang;
(3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
(4) Pengunduranjatuh tempo pinjaman;
(5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
(6) Penguranganjumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

(f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur
utang berdasarkan kreditur.

(g) Biaya pinjaman:
(h) Perlakuan biaya pinjaman;

(i) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ~pada periode yang
bersangkutan; dan

(j) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
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Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban vang mencakup
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas)
bulan dan lebih dart 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan,

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Sebaliknya semua kewajiban yang penyelesaiannya dalam waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewa jiban
jangka panjang,

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
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